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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT
dengan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga PROFIL KESEHATAN KABUPATEN
MAROS TAHUN 2018 dapat diterbitkan, atas partisipasi seluruh jajaran
kesehatan di Kabupaten Maros.”

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 ini merupakan
Jendela Informasi yang mampu memberikan gambaran tentang situasi dan
kondisi serta hasil-hasil pembangunan kesehatan di Kabupaten Maros.

Dasar utama dalam penyusunan perencanaan adalah data
berdasarkan evidence base, dengan adanya Profil Kesehatan 2018 ini dapat
memberikan informasi serta gambaran kesehatan dan informasi lintas sektor
yang terkait sehingga dapat memenuhi kebutuhan manajemen kesehatan
pada berbagai tingkat administrasi.

Profil Kesehatan ini merupakan kelanjutan penerbitan tahun-tahun
sebelumnya. Dalam proses penyusunan Profil Kesehatan ada beberapa
kendala yang dihadapi yaitu sulitnya memperoleh data yang akurat yang
sesuai dengan petunjuk teknis, keterlambatan pengiriman data dan
terbatasnya SDM baik ditingkat Puskesmas maupun ditingkat Kabupaten yang
mampu menangani sistem pencatatan dan pelaporan, selain itu belum
terlaksananya sistem yang menunjang dalam pengembangan Manajemen
Informasi Kesehatan di Kabupaten Maros. Diharapkan kedepannya dengan
dikembangkannya Sistem Informasi kesehatan dapat mengatasi kendala
teknis yang ada selama ini.

Dengan selesainya Profil Kesehatan Kab. Maros Tahun 2018 ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, nhamun disadari dalam proses
pembuatan profil ini masih banyak kekurangan untuk itu kami mengharapkan
masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan
wadah Informasi kesehatan di masa mendatang.

Dalam penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 ini
kami sampaikan ucapan terima kasih kepada instansi lintas sektor yang telah

banyak membantu seperti Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, Badan
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Pusat statistik (BPS) Kabupaten Maros, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Maros dan RS
Salewangan Kabupaten Maros serta instansi lainnya dalam pengumpulan data
lintas sektor dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kapada Bidang
dan Bagian Kesekretariatan di Lingkup Dinas Kesehatan Kab. Maros,
Puskesmas di Kab. maros serta khususnya subag Perencanaan dan Pelaporan
beserta staf atas terselesaikannya pembuatan Profil kesehatan Kabupaten
Maros tahun 2018.

Maros, Agustus 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Maros

dr. Hj. Sitti Maryam Haba, M. Kes
NIP. 19600723 198901 2001
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m BAB |
GAMBARAN UMUM

1. KONDISI GEOGRAFIS & TOPOGRAFIS
Kabupaten Maros adalah salah satu Kabupaten yang secara astronomi

terletak di bagian Barat Sulawesi Selatan antara 40°- 45°- 50° lintang selatan dan 109-
20°-129-12" bujur timur. Luas wilayah seluruhnya adalah 1.619,11 km2 dan secara
administrasi Pemerintahan terdiri atas 14 Kecamatan, 103 Desa / Kelurahan. Adapun
batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

GAMBAR 1.1
PETA WILAYAH KABUPATEN MAROS

Kab. Barru PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS
RENCANA TATA RUANG
KABUPATEN MAROS
TAHUN 20112031
PETA ADMINISTRASI

KABUPATEN MAROS

Kab. Pangkep

Kab. Sinja

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 1



Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

TABEL 1.1
LUAS WILAYAH DIRINCI BERDASARKAN JUMLAH DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2018

No Kecamatan Jumlah Luas (Km?)
Desa/Kelurahan

1. Mandai 6 49,11
2. Moncongloe 5 46,87
3. Maros Baru 7 53,76
4. Lau 6 53,73
5. Marusu 7 73,38
6.  Turikale 7 29,93
7. Bontoa 9 93,52
8.  Bantimurung 8 173,7
9.  Simbang 6 105,31
10.  Tanralili 8 89,45
11. Tompobulu 8 287,66
12. Cenrana 8 145,36
13.  Camba 7 180,9
14.  Mallawa 11 235,92

Jumlah 103 1.619,12

Sumber : Kab. Maros dalam Angka tahun 2018

Kondisi Topografi Kab. Maros sangat bervariasi mulai dari wilayah datar
sampai bergunung-gunung. Hampir semua kecamatan terdapat daerah dataran yang
luas keseluruhannya sekitar 70.882 ha atau 43,8% dari luas wilayah Kab. Maros.
Untuk daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang
bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 dari luas wilayah Kab.

Maros.

2. KEPENDUDUKAN
Jumlah penduduk Kabupaten Maros berdasarkan data dari BPS Kabupaten

Maros pada tahun 2018 sebanyak349.822Jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan.
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GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2018
Series 1
Kab. Maros
Turikale
Mandai

Bantimurung

Bontoa 28.515
Marusu 27.531
Lau 26,68
Tanralili 26513
Maros Baru 26l444
Simbang 24,019
Moncongloe 19.337
Tompobulu 15.507
Cenrana 14.856
Camba 13.456

Mallawa 11.663

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Sumber :BPS Kab. Maros, 2018

Adapun ciri-ciri kependudukan seperti jenis kelamin, kelompok umur, ratio beban
tanggungan dan rasio jenis kelamin dapat digambarkan secara garis besar seperti
diuraikan di bawah ini :

a. Persebaran penduduk
Persebaran penduduk di Kabupaten Maros berdasarkan data BPS 2018
terlihat tidak merata, banyak penduduk yang lebih terkonsentrasi di ibukota

Kabupaten yang luasnya 29,93 Km? (1,85%) dari total Luas 1.619,12 KM2

dengan total jumlah pendudukyang berada di ibuKota Kabupaten sebesar 45.028

jiwa.

b. Kepadatan Penduduk
Perbandingan kepadatan penduduk di Kabupaten Maros tahun
2018menunjukkan bahwa Kecamatan Turikale mempunyai angka kepadatan
penduduk tertinggi yaitu 1504,44/km? dan angka kepadatan penduduk terendah
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Umur

berada di Kecamatan Mallawayaitu 49,44/km?. Data terinci kepadatan penduduk

menurut kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada lampiran tabel1.

. Sex ratio

Jumlah penduduk di Kabupaten Maros sejak tahun 2009 sampai tahun 2018
berdasarkan data dari 14 Kecamatan yang telah ada pada umumnya lebih banyak
Perempuan daripada penduduk laki-laki. Perbandingan jenis kelamin (sex ratio)
laki-laki terhadap perempuan mengalami kenaikan yang tidak berarti dan rata-rata
sex ratio pada periode tersebut diatas adalah 96.Perbandingan jenis kelamin (sex
ratio) pada tahun 2018 sebesar 101,4 artinya setiap 100 penduduk perempuan di
Kabupaten Maros terdapat 101,14 penduduk laki-laki.

GAMBAR 1.3
RATIO PENDUDUK LAKI-LAKI DENGAN PEREMPUAN
TAHUN 2018

75+ — —
70-74 =
65 - 69 —— —
60-64 I E—
55-59
50-54
45 - 49
40-44
35-39 H Perempuan
30-34
25-29 W Laki-laki
20-24
15-19
10-14

5-9

0-4

20.000 15.000 10.000 5000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Jumlah Penduduk

d. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate)

Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate (CBR) menunjukkan jumlah
bayi yang lahir per 1000 penduduk dalam satu tahun.Angka kelahiran kasar ini
digunakan untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu wilayah tertentu dalam
kaitannya dengan keberhasilan upaya program KB. Berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Marospada tahun 2014 sampai 2015 terjadi peningkatan
angka kelahiran kasar. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 angka
kelahiran kasar mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini sebabkan
karena berubahnya sumber data jumlah penduduk dari proyeksi BPS pada tahun

2015 menjadi data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
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(Discapil) pada tahun 2016. Pada tahun 2017 terjadi penurunanangka kelahiran
kasar dari 14,37 menjadi 14,35.Di tahun 2018 data jumlah penduduk bersumber
dari Discapil sehingga kembali terjadi kenaikan Angka Kelahiran Kasar dari 14,37
menjadi 16,64. Angka Kelahiran Kasar Kabupaten Maros tahun 2014-2018dapat
dilihat pada grafik berikut:

GAMBAR 1.4
ANGKA KELAHIRAN KASAR KABUPATEN MAROS
TAHUN 2013-2017
17.00
- (Q{-GS /Q 16.64

16.00 \ /
15.50 \
15.00

/

14.00
13.50
13.00
Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018
== CBR 16.41 16.68 14.37 14.35 16.64

Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2014-2018

e. Angka Piramida Penduduk
Rincian penduduk di Kabupaten Maros menurut golongan umur dan jenis
kelamin seperti tergambar dalam piramida penduduk tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
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GAMBAR 1.5
PIRAMIDA PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2018
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Sumber: Discapil dan Adm Kependudukan, Maret 2018

f. Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara
jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun
ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan
jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).Dependency ratio merupakan
salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase
dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif
dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin
rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Beban tanggungan merupakan faktor penghambat dalam pembangunan
ekonomi di suatu daerah, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh oleh
golongan yang produktif, harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak
produktif. Jika penduduk usia tidak produktif lebih besar, beban tanggungan
ekonomi penduduk usia produktifpun masih tinggi.

Berdasarkan data Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maros
tahun 2017, angka ketergantungan (Dependency Ratio) di Kabupaten Maros
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sebesar 50, hal ini menunjukkan tiap 100 orang yang produktif harus menanggung

50 orang yang tidak produktif.
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SARANA KESEHATAN

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan
sarana kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Sarana Kesehatan merupakan salah satu sarana yang vital yang terdapat di
setiap daerah. Sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah dan swasta,
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik atau Balai Pengobatan, BKIA, Dokter dan
Bidan Praktek Swasta, Posyandu, apotek dan laboratorium. Banyaknya sarana kesehatan
di suatu wilayah secara tidak langsung menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat.
Sarana penunjang lainnya dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Maros adalah
persediaan obat dengan jumlah relatif mencukupi

Sarana kesehatan yang diulas pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan
kesehatan, institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah yang menghasilkan tenaga
kesehatan, serta sarana kefarmasian dan alat kesehatan. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, jenis fasilitas
terdiri atas: (a) tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, (b) pusat kesehatan masyarakat,
(c) Klinik, (d) rumah sakit, (e) apotek, (f) unit transfusi darah, (g) laboratorium kesehatan,
(h) optikal, (i) fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan (j) fasilitas
pelayanan kesehatan tradisional. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibahas pada
bagian ini terdiri dari FKTP/ Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, Klinik
pratama, praktik dokter/dokter gigi perseorangan), dan FKTRL/Fasilitas Kesehatan Tingkat

Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus).

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
menyebutkan bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan
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tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk

mencapai tujuanpembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka

mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.Selain melaksanakan tugas tersebut,

Puskesmas memiliki fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama

serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

meningkatkankesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.Upaya kesehatan

perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan

kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit,

pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihnkan kesehatan perseorangan.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Maros sebanyak 14 unit yang terdiri dari 6

Puskesmas Rawat Inap dan 8 Puskesmas Rawat Jalan.Rasio Puskesmas di

Kabupaten Maros sebesar 3.66 per 100.000 penduduk.Rasio Puskesmas per

kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan primer.Aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor

di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana

dasar, dan kemajuan suatu daerah.

TABEL2.1
STATUS PERAWATAN PUSKESMAS SAMPAI TAHUN 2018

No Puskesmas Status Perawatan
1 Tanralili Rawat Inap

2 Lau Rawat Inap

3 Turikale Non Rawat Inap
4 Mandai Rawat Inap

5 Maros Baru Non Rawat Inap
6 Bantimurung Rawat Inap

7 Bontoa Non Rawat Inap
8 Simbang Non Rawat Inap
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9 Cenrana Non Rawat Inap
10 Tompobulu Non Rawat Inap
1 Moncongloe Non Rawat Inap
12 Camba Rawat Inap
13 Mallawa Rawat Inap
14 Marusu Non Rawat Inap

AKREDITASI PUSKESMAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat KesehatanMasyarakat (Puskesmas), Pasal 39 menyatakan bahwa dalam upaya
peningkatan mutu pelayananPuskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala
minimal tiga tahun sekali. Dan sebagai tindaklanjut, maka diterbitkan dasar hukum
yang mengatur teknis pelaksanaan akreditasi Fasilitas KesehatanTingkat Pertama
(FKTP) melalui Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
KlinikPratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter
Gigi.

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen
penyelenggaraakreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi
standar akreditasi.Akreditasimerupakan salah satu bentuk upaya peningkatan mutu
fasilitas pelayanan kesehatan termasuk untukpelayanan FKTP. Sesuai Permenkes
Nomor 46 Tahun 2015, akreditasi FKTP bertujuan untuk
1) meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,

2) meningkatkan perlindungan bagi sumberdaya manusia kesehatan, masyarakat
dan lingkungannya, serta Puskesmas, klinik pratama, tempatpraktik mandiri
dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi, dan

3) meningkatkankinerja Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter,
dan tempat praktik mandiri doktergigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan
dan/atau kesehatan masyarakat.

Akreditasi menjadi pemicu Puskesmas dalam membangun sistem tata kelola
yang lebih baiksecara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola:
1) manajemen secara institusi,

2) manajemen program,

3) manajemen risiko, dan
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4) manajemen mutu.

Kabupaten Maros memiliki 14 Puskesmas dari 14 Kecamatan, dimana akreditasi
puskesmas dimulai pada tahun tahun 2016 empat Puskesmas, tahun 2017 enam
Puskesmas dan Tahun 2018 empat Puskesmas dengan tingkat kelulusan
akreditasimasih didominasi oleh status kelulusan dasar dan madya sebagaimana
terdapat pada tabel berikut:

TABEL2.2
STATUS AKREDITASI PUSKESMAS SAMPAI TAHUN 2018

No Puskesmas Tahun Akreditasi Status Kelulusan
Akreditasi
1 Tanralil 2016 Madya
2 Lau 2016 Madya
3 Turikale 2016 Madya
4 Mandai 2016 Dasar
5 Maros Baru 2017 Madya
6 Bantimurung 2017 Madya
7 Bontoa 2017 Madya
8 Simbang 2017 Madya
9 Cenrana 2017 Madya
10 Tompobulu 2017 Dasar
1 Moncongloe 2018 Madya
12 Camba 2018 Madya
13 Mallawa 2018 Madya
14 Marusu 2018 Dasar
2. KLINIK

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau
spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan
atau bidan) dan dipimpin oleh seorang tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter

gigi atau dokter gigi spesialis).
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Berdasarkan jenis pelayanannya, klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik
Utama.Kedua macam Kklinik ini dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah
daerah atau masyarakat.

Klinikk Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik
dasar.Klinik Utama adalahklinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik
atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.Sifat pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan bisa berupa rawat jalan, one day care, rawat inap dan/atau home
care.Di Kabupaten Maros terdapat 23 klinik pratama yang terdiri dari 8 milik
TNI/POLRI, 2 Milik BUMN, dan 13 Milik Swasta.

3. PRAKTEKMANDIRI TENAGA KESEHATAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari
pembangunan nasional, tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Keberhasilan pembangunan
kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya
manusia Indonesia.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Kesehatan Nasional diselenggarakan
berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu, baik yang
disediakan oleh pemerintah maupun swasta.Puskesmas, Klinik dan Praktik Mandiri
merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
menyebutkan bahwa pengaturan akreditasi puskesmas klinik pratama, tempat praktik
mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi bertujuan untuk:

a. Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;

b. Meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat,
dan lingkungannya, serta puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter
mandiri, dan tempat Praktik mandiri Dokter Gigi sebagai Institusi;

c. Meningkatkan kinerja puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Dokter Mandiri,
dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan

dan/atau kesehatan masyarakat.
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Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, dalam hal
praktek mandiri tenaga kesehatan, kabupaten Maros di tahun 2019 memiliki 53 praktek
mandiri dokter umum perorangan, 28 praktek mandiri dokter gigi perorangan, 5 praktek
mandiri dokter spesialias perorangan, dan 48 tempat bidan praktek mandiri yang

tersebar di hampir semua kecamatan se Kabupaten Maros.

RUMAH SAKIT

Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang
pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Kabupaten Maros di tahun 2018 memiliki 1 rumah sakit umum milik pemerintah
dan 1 rumah sakit khusus milik TNI/POLRI. Jumlah rumah sakit ini sama dengan tahun-
tahun sebelumnya.

Berdasarkan data profil tahun 2017 Jumlah tempat tidur dari 2 rumah sakit yang
dimiliki oleh Kabupaten Maros adalah 253 tempat tidur dan di tahun 2018 sebanyak
232 tempat tidur. Hal ini menunjukkan penurunan sebanyak 21 tempat tidur. Menurut
Organisasi Kesehatan Dunia, rasio ideal daya tampung RS adalah 1000 penduduk : 1
tempat tidur. Dengan jumlah penduduk di tahun 2017 395.938 hanya ada 253 tempat
tidur berarti kekurangan 196 tempat tidur dan di tahun 2018 dengan jumlah penduduk
382.173 hanya ada 232 tempat tidur berarti kekuranga 201 tempat tidur. Hal ini
menggambarkan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk dengan ketersediaan

tempat tidur di rumah sakit belum ideal.

SARANAKEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Pekerjaan Kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,
pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan
obat, bahan obat dan obat tradisional. Sedangkan sediaan Farmasi adalah obat, bahan
obat, obat tradisional dan kosmetika.

Ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan di Kabupaten memiliki peran
yang signifikan dalam pelayanan kesehatan.Akses masyarakat terhadap obat
khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia.Dengan demikian

penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah pusat maupun daerah
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dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat.Sebagai komoditi khusus,
semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat
memberikan manfaat bagi kesehatan.Oleh karena itu, selain meningkatkan jumlah
tenaga pengelola yang terlatih, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu
obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan
alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat
mempertahankan kualitas obat.

Kabupaten Maros telah menerapkan standar pelayanan kefarmasian baik di
kabupaten maupun di puskesmas dengan tujuan utama adalah meningkatkan mutu
pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hokum bagi tenaga kefarmasian, dan
melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam
rangka keselamatan pasien.Salah satu kebijakan dalam Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah meningkatkan akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) sesuai tugas pokok dan fungsi
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yaitu
meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan
serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya
yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau
penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan
pemanfaatan yang dilakukan sejak proses produksi, distribusi hingga penggunaannya
di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan obat public dan perbekalan kesehatan
melalui keterdiaan obat vaksin dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau di puskesmas, Dinas Kesehatan telah rutin melakukan pemantauan
ketersediaan obat di Puskesmas.Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat
indicator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung
pelaksanaan program kesehatan.Jumlah item obat yang dipantau adalah 20 item obat
dan vaksin, dimana dari 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Maros semua memiliki
80% ketersediaan obat dan vaksin.
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6. UPAYAKESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah saja
tetapi  diperlukan juga partisipasi masyarakat dengan  memberdayakan
masyarakat.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan masyarakat
sehingga mampu mengenali dan menyelesaikan permasalahan. Berbagai upaya
kesehatan yang bersumberdaya masyarakat telah dikembangkan di Kabupaten Maros
seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes), pos obat desa POD), dana sehat, dIl.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya
KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan
bersama masyarakat, untukmemberdayakan dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat guna memperoleh pelayanankesehatan bagi ibu, bayi dan anak
balita.Kegiatan ~ posyandu  terdiri dari  kegiatan utama dan kegiatan

pengembangan/pilihan. Kegiatan tersebut mencakup:

- Kesehatan ibu dan anak;
- Keluarga Berencana;

- Imunisasi;

- Gizi; dan

- Pencegahan dan penanggulangan diare.

Kegiatan pengembangan/pilihan, masyarakat dapat menambah kegiatan baru di
samping lima kegiatan utama yang telah ditetapkan, dinamakan Posyandu Terintegrasi.

Kegiatan baru tersebut misalnya:

- Bina Keluarga Balita (BKB);

- Tanaman Obat Keluarga (TOGA);

- Bina Keluarga Lansia (BKL);

- Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

- Berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya.

Pada tahun 2018, jumlah Posyandu di Kabupaten Maros adalah sebanyak 405Posyandu

dan semuanya adalah Posyandu aktif.Posyandu aktif adalahPosyandu yang mampu

melaksanakan kegiatan utamanya secara rutin setiap bulan (KIA: ibu hamil, ibunifas, bayi,
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balita, KB, imunisasi, gizi, pencegahan dan penanggulangan diare) dengan cakupan
masingmasingminimal 50% dan melakukan kegiatan tambahan.Mengenai Posyandu

secara lengkapdapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

GAMBAR 2.1
PERSENTASE TINGKAT PERKEMBANGAN POSYANDU AKTIF
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2018
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Peran masyarakat terutama kader dalam menyelengaarakan Posyandu sangat
besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga
sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu dan melaksanakan perilaku
hidup bersih dan sehat.Berikut jumlah kader posyandu yang sudah dilatih pada tahun
2018.
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GAMBAR 2.2
PERSENTASE KADER POSYANDU AKTIF
DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2018
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SDM KESEHATAN

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu subsistem

dalam Sistem Kesehatan Nasional yang mempunyai peranan penting dalam mencapai
tujuan pembangunan kesehatan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga
kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan
bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
jawab, yang memilik etika dan moral yang tinggi, serta mempunyai keahlian dan
kewenangan di bidangnya. Hal ini penting karena tenaga kesehatan berperan penting
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kesehatan yang berkualitas, maka
sangat diperlukan peran pemerintah dalam merencanakan, mengadakan, dan
mendayagunakan tenaga kesehatan. Sehingga kebutuhan dan pemerataan tenaga
kesehatan di wilayah Indonesia akan tercukupi. Untuk itulah, pemerintah selaku lembaga
eksekutif bersama-sama dengan lembaga legislatif menyusun dan menetapkan Undang-
Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor: 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut
memberikan pokok-pokok ketentuan mengenai apa dan bagaimana yang harus dilakukan,
serta tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dalam perencanaan, pengaturan, dan
pendayagunaan tenaga kesehatan.

Pada bab ini, akan dibahas mengenai SDMK terutama fokus kepada jumlah, rasio,
registrasi, jumlah lulusan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

JUMLAH TENAGA KESEHATAN
Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan sisten tenaga
kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan,

tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
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serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di
bawah jenjang Diploma IIl.

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun.
Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologis klinis, tenaga
keperawatan, tenaga kebidanan tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenag
kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis,
tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan Kabupaten Maros setiap tahunnya
mengumpulkan data SDMK berdasarkan tugas dan Fungsi SDMK.Total SDMK di
Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebanyak 948 orang.Proporsi tenaga kesehatan
terbanyak yaitu keperawatan sebanyak 405 (43,14%) dari total tenaga kesehatan
sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga sanitasi lingkungan
31 (3,27%) dari total tenaga kesehatan. Sebagian besar tenaga kesehatan ini terdistribusi

di puskesmas.

Gambar 3.1
REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2018
450 405
400
350 -
ggg ] 233
200 -
150 - 109
1(;8 : . i 55 52 31
0 - , , Il Bl BN
& & N & & © \fzf"\
T A P A
& L g &L <@ 2 &
N rz,°<,7b N2 'z;E Q,Q,b &
@ & S © ©
/\Q}@ < &

Sumber :Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 19



Tenaga medis berdasarkan fungsi yaitu tenaga medis yang memberikan pelayanan di

fasilitas pelayanan kesehatan sesuai fungsinya. Proporsi tenaga medis terbanyak
berturut-turut adalah Dokter Umum sebanyak 39 (35,78%), kemudian dokter Spsialis
38 (34,86%), dokter gigi 30 (27,52%) dan dokter Gigi Spesialis 2 (1,83%).

GAMBAR 3.2
JUMLAH TENAGA MEDIS DI KABUPATEN MAROS TAHUN 2018

B Dokter Umum
m Dokter Spesialis
Dokter Gigi

B Dokter Gigi Spesialis

Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.

Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat, puskesmas adalah dafilitas kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan
preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
wilayah kerjanya. Untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan
sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga
penunjang kesehatan.

Pada peraturan yang sama di pasal 16 Ayat 3 disebutkan bahwa minimal
tenga kesehatan di puskesmas terdiri dari dokter layanan primer, dokter gigi,
perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli
teknologi laboratorium medic, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan
tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan,

administrasi keuangan, sisteminformasi, dan kegiatan opersaional lainnya.
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GAMBAR 3.3
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DIPUSKESMAS DI KABUPATEN

MAROS TAHUN 2018
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Sumber : Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Total SDMK di Puskesmas di Kabupaten Maros tahun 2018 adalah 527 orang
yang terdiri dari 109 tenaga medis (11,50%) dan 839 tenaga paramedis (88,50%).
Proporsi tenaga kesehatan di puskesmas terbanyak yaitu bidan sebanyak 186
orang (19,62%), sedangkan proporsi tenaga kesehatan di puskesmas yang paling
sedikit yaitu tenaga sanitasi sebesar 22 orang (2,32%).

Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas terhitung berdasarkan analisis
beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu jumlah pelayanan yang
diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja,
luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama
lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

2. TenagaKesehatan di Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Rumah sakit dapat didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan swasta.Sedangkan menurut pelayanan yang diberikan,

rumah sakit terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
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GAMBAR 3.4
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI KABUPATEN
MAROS 2018
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Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia

Total SDMK di rumah sakit Salewangan Kabupaten Maros tahun 2018 adalah
421 orang terdiri dari 54 orang tenaga medis (12,83%) dan 367 orang (87,17%).
Proporsi tenaga kesehatan terbesar adalah tenaga perawat sebesar 61,05%
sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling rendah adalah tenaga medis dokter
spesialis gigi sebesar 0,48%.

Pelayanan spesialis yang ada di rumah sakit di antaranya pelayanan spesialis
dasar, spesialis penunjang, spesialis lain, subspesialis, dan spesialis gigi dan
mulut.Palayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan
anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi. Pelayanan sepesialis penunjang meliputi
pelayanan anestesiologi, radiologi, patologi klinik, patologi anatomi, dan syaraf,
jantung dan pembulu darah, kulit, dan kelamin, kedokteran jiwa, paru, orthopedi,
urologi, bedah syaraf, bedah plastic, dan kedokteran forensik.
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GAMBAR 3.5
JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT
SALEWANGAN KABUPATEN MAROS TAHUN 2018
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Sumber: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Total dokter spesialis di rumah sakit Salewangan Kabupaten Maros Tahun
2018 sebesar 40 orang dengan proporsi terbanyak adalah dokter spesialis umum

38 dan dokter gigi spesialis
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PEMBIAYAAN KESEHATAN

Salah satu subsistem dalam kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan
kesehatan. Pembiayaan kesehatan sendiri merupakan besarnya dana yang harus
disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan
yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakarat. Undang-Undang
Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan
untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan.Secara umum, sumber biaya
kesehatan dapat dibedakan menjadi pembiayaan yang bersumber dari anggaran
pemerintah dan pembiayaan yang bersumber dari anggaran masyarakat.

Di dalam bab ini akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran
kesehatan baik di pusat maupun di daerah. Anggaran kesehatan adalah anggaran
kesehatan yang pembiayaannya bersumber dari anggaran pemerintah.Selain itu, juga
dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

Alokasi anggaran belanjakesehatan yang dikelola oleh Dinas Kabupaten Maros
pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp133.618.480.833 dengan realisasi
sebesarRp126.976.972.249 Alokasi maupun realisasi anggaran tahun 2018 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2017, yaitu sebesar Rp120.369.794.200 dengan ralisasi
sebesar Rp112.502.597.588. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN KAB. MAROS
TAHUN 2016-2018
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B. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018
Berdasarkan Permenkes Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi Kusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018, dan
Permenkes Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non
Fisik Bidang Kesehatan TA 2018. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun
Anggaran 2018 diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan
nasional tahun 2018.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:
a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang kesehatan yaitu:
- DAKFisik Regular
- DAK Fisik Penugasan
- DAK Fisik Afirmasi
b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2018 terdiri
atas:
- Bantuan Operasional Kesehatan
- Jaminan Persalinan

- Akreditasi Puskesmas
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- Akreditasi Rumah sakit; dan/atau

- Akreditasi Laboratorium kesehatan daerah.

Berikut realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Kesehatan di
Kabupaten Maros:

GAMBAR 4.2
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK KESEHATAN KAB. MAROS
TAHUN 2016-2018
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GAMBAR 4.3
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KESEHATAN KAB. MAROS
TAHUN 2016-2018
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KESEHATAN KELUARGA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan
Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan bahwa pembangunan keluarga dilakukan dalam
upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
Selain lingkungan yang sehat, masih menurut peraturan pemerintah tersebut, kondisi
kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari
keluarga yang berkualitas.

Sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari masyarakat, keluarga memiliki peran
signifikan dalam status kesehatan.Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan,
perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi
dan menjamin kesehatan anggota keluarga.Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak
merupakan kelompok rentan.Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas
pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak.Hal ini yang menjadi alasan pentingnya
upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di
Indonesia.

lbu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok rentan
terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum.Sehingga penilaian terhadap
status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

1. Kesehatan Ibu

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator
Angka Kematian Ibu (AKI).AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan,
persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau
pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh
di setiap 100.000 kelahiran hidup.Indikator ini tidak hanya mampu menilai program
kesehatan ibu, tetapi juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena
sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas

maupun kualitas.
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Gambaran AKI di Kabupaten Maros dari tahun 2009 hingga tahun 2018 dapat
dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

Gambar 5.1
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Maros per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2010 - 2018
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2018

Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa Angka Kematian Ilbu
berfluktuatif dari tahun ke tahun.Di tahun 2016 angka kematian ibu sebanyak 0,88 per
1000 kelahiran hidup. Di tahun 2017 angka kematian ibu meningkat menjadi 1,06 per
kelahiran hidup dan di tahun 2018 menurun yaitu 0,47 per 1000 kelahiran hidup.
Adapun penyebab kematian ibu adalah perdarahan 2 orang dan Eklampsi (HDK)
sebanyak 1 orang.

Dalam rangka upaya percepatan penurunan AKI maka pada tahun 2012
Kementerian Kesehatan meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal
Survival (EMAS) yang diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan
neonatal sebesar 25%. Program EMAS berupaya menurunkan angka kematian ibu
dan angka kematian neonatal melalui :1) meningkatkan kualitas pelayanan emergensi
obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 Rumah Sakit PONEK dan 300
Puskesmas/Balkesmas PONED) dan 2) memperkuat sistem rujukan yang efisien dan
efektif antar puskesmas dan rumah sakit. Upaya percepatan penurunan AKI dapat
dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan
ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca
persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi,
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kemudahan mendapatkan cuti hamil dan melahirkan, dan pelayanan keluarga

berencana.

a.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari :
Pelayanan Kesehatan lbu Hamil
Pelayanan kesehatan ibu hamil diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini dilakukan
selama rentang usia kehamilan ibu yang dikelompokkan sesuai usia kehamilan
menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan
kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi elemen pelayanan sebagai
berikut:

1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

2) Pengukuran tekanan darah.

3) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA).

4) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri).

5) Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus

toksoidsesuai status imunisasi.

6) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.

7) Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ).

8) Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan
konseling, termasuk keluarga berencana).

9) Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb),
pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah
dilakukan sebelumnya).

10) Tatalaksana kasus.

Selain elemen tindakan yang harus dipenuhi, pelayanan kesehatan ibu hamil
juga harus memenuhi frekuensi minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali
pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada
trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali pada
trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan). Standar waktu
pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil
dan atau janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini
komplikasi kehamilan.
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Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat
dilakukan dengan melihat cakupan K1 dan K4.Cakupan K1 adalah jumlah ibu
hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga
kesehatan dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada
kurun waktu satu tahun.Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang
telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit
empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah
sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.Indikator
tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan
tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga
kesehatan.

Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Maros tahun 2010 sampai tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel 5.2 berikut.

Gambar 5.2
Cakupan K1 dan K4 di Kabupaten Maros
Tahun 2010 - 2018
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2018

Dari grafik di atas terlihat bahwa Selama tahun 2010 sampai tahun 2018
cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 terjadi fluktuatif meskipun
terjadi penurunan cakupan K1 dan K4 di tahun 2018 jika dibandingkan dengan
tahun 2017.
Gambaran capaian kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2018 menurut Kecamatan

disajikan pada gambar 5.3 berikut.

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 31



Gambar 5.3
Cakupan K4 menurut Kecamatan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2018
Capaian K4 tertinggi di Kecamatan Bantimurung yaitu sebesar 96,8% dan
yang terendah adalah Kecamatan Cenrana yaitu sebesar 71,6%. Sedangkan

untuk Capaian K4 Kabupaten Maros sebesar 85,2%.

b. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil

Salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi yaitu infeksi tetanus
yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani sebagai akibat dari proses
persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil
sebelum melahirkan. Clostridium Tetani masuk melalui luka terbuka dan
menghasilkan racun yang menyerang sistem syaraf pusat.

Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu
faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program
imunisasi Tetanus Toksoid Difetri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu
hamil. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur dan ibu
hamil merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi
lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk

mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.
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Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok
usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi
lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan
antenatal. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval
tertentu, berdasarkan hasil screening mulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan
baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung
“T” pada kegiatan imunisasi lainnya. Pemberian dapat dimulai sebelum dan atau
saat hamil yang berguna bagi kekebalan seumur hidup.Interval pemberian
imunisasi Td dan lama masa perlindungan yang diberikan sebagai berikut.

1) Td2 memiliki interval minimal 4 minggu setelah Td1 dengan masa
perlindungan 3 tahun.
2) Td3 memiliki interval minimal 6 bulan setelah Td2 dengan masa perlindungan

5 tahun.

3) Td4 memiliki interval minimal 1 tahun setelah Td3 dengan masa perlindungan

10 tahun.

4) Td5 memiliki interval minimal 1 tahun setelah Td4 dengan masa perlindungan

25 tahun.

Screening status imunisasi Td harus dilakukan sebelum pemberian vaksin.
Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan
wanita usia subur telah mendapatkan imunisasi Td5 yang harus dibuktikan dengan
buku KIA, rekam medis, dan atau kohort. Kelompok ibu hamil yang sudah
mendapatkan Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+.
Gambar berikut menampilkan cakupan imunisasi Td5 pada wanita usia subur dan

cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil.
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Gambar 5.4
Cakupan Imunisasi Td2+ pada Ibu Hamil menurut Kecamatan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2018

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan imunisasi Td2+ di
Kabupaten Maros sebesar 80 %.Ada 3 kecamatan dengan pencapaian 100% yaitu
Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Mandai.
Sedangkan kecamatan dengan cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil yang
terendah adalah Kecamatan Cenrana yaitu sebesar 22,7%. Penyebab rendahnya
cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil adalah pemahaman ibu hamil akan
pentingnya Td2+ masih kurang.

c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi
yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum,
dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan.
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Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan lbu pada
tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong
persalinan dan tempat/fasilitas persalinan.Persalinan yang ditolong tenaga
kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian
pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Berikut cakupan
persalinan di faskes pelayanan kesehatan di Kabupaten Maros:

Gambar 5.5
Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatanmenurut Kecamatan
di Kabupaten MarosTahun 2018
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Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kab. Maros, 2018

Dari grafik terlihat bahwa pencapaian persalinan di fasilitas pelayanan
kesehatan di kabupaten Maros tahun 2018 sebesar 83,7%.Pencapaian tertinggi di
Kecamatan Tanralili sebesar 100% dan yang terendah di kecamatan Mallawa
sebesar 49,3%. Hal ini didukung oleh semakin terdistribusinya tenaga Bidan di
setiap desa dan tingginya capaian K4 yang mencapai 85%, tersedianya rumah
tunggu persalinan di setiap Kecamatan serta jumlah dan pearan dukun yang

semakin berkurang.

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 35



d. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas

sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang
dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada
hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29
sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Masa nifas dimulai dari enam jam
sampai dengan 42 hari pasca persalinan.
Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari :
1) pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);

pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);

pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;

pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif;

pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan

bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;

6) pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Gambar berikut ini menyajikan cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas di
kabupaten Maros Tahun 2018.

Gambar 5.6
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Nifasmenurut Kecamatan
di Kabupaten MarosTahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018
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e. Pelayanan Kontrasepsi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga menyebutkan bahwa program
keluarga berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia
ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan
bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang
berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan
Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun.

KB merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya
ibu dengan kondisi 4T yaitu Terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun),
Terlalu sering melahirkan, Terlalu dekat jarak melahirkan, dan Terlalu tua
melahirkan (di atas usia 35 tahun). Selain itu, program KB juga bertujuan untuk
meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan
harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan
kebahagiaan batin.

KB juga merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan
ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan.
Pelayanan KB meliputi penyediaan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi
keluarga untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah
anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai

anak.
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Gambar 5.7
Cakupan Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa cakupan peserta KB aktif tahun
2018 di kabupaten Maros sebesar 70,21%.Cakupan tertinggi di Kecamatan
Bantimurung sebesar 87,51 % sedangkan yang terendah di Kecamatan Moncongloe

sebesar 47,23%.
Gambar 5.8
Cakupan Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018
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Dari grafik cakupan peserta KB aktif menurut metode kontrasepsi tahun 2018 di
Kabupaten Maros terlihat bahwa suntik adalah alat kontrasepsi yang paling banyak

dipakai oleh pasangan usia subur sebanyak 49,2% kemudian pil sebanyak 27% dan

yang terakhir adalah MOP sebanyak 0,6%.
2. Kesehatan Anak

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi
akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka
kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih
dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun.Dengan
upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian
anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni Angka
Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita

(AKABA).

a. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa
tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan
terjadi pematangan organ hamper pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang
satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan
paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa
penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal.Beberapa upaya kesehatan dilakukan
untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan
mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada

kunjungan bayi baru lahir.

Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang
menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko
kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara
lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda

(MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian

vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Gambar 5.9
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Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

Berdasarkan grafik 5.9 diatas terlihat bahwa cakupan kunjungan neonatal
pertama (KN1) tahun 2018 di kabupaten Maros telah mencapai 100% di 7 (tujuh)
Kecamatan yaitu Mallawa, Tompobulu, Tanralili, Simbang, Marusu, Lau, dan

Mandai sedangkan yang terendah di Kecamatan Camba sebesar 97,0%.

b. Imunisasi

Dalam Undang - Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa
setiap anakberhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk
mencegah terjadinya penyakityang dapat dihindari melalui imunisasi dan
pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak.
Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
12 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 11 April 2017 menggantikan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013.

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga bila suatu saat
terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit
ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat
Dicegah dengan Imunisasi (PD3l) antara lain TBC, difteri, tetanus, hepatitis B,

pertusis, campak, rubella, polio, radang selaput otak, dan radang paru-paru. Anak
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yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya
tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian. Imunisasi
merupakan salah satu intervensi kesehatan yang terbukti paling cost-effective
(murah), karena dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan,kecacatan,
dan kematian akibat PD3| yang diperkirakan 2 hingga 3 juta kematian tiap
tahunnya.

Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi
imunisasi programdan imunisasi pilihan.Imunisasi program adalah imunisasi yang
diwajibkan kepada seseorang sebagaibagian dari masyarakat dalam rangka
melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya daripenyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi.Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi
yangdapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam
rangka melindungi yangbersangkutan dari penyakit tertentu.Imunisasi

Program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi
khusus.Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.
Imunisasi dasar diberikan padabayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan
imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah duatahun (Baduta), anak usia
sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahanmerupakan jenis
Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang
palingberisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode
waktu tertentu.Imunisasikhusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan
masyarakat terhadap penyakit tertentu padasituasi tertentu seperti persiapan
keberangkatan calon jemaah haji/lumroh, persiapan perjalananmenuju atau dari
negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/wabah
penyakittertentu.

1) Imunisasi Dasar pada Bayi
Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis
epidemiologi atas penyakit-penyakityang timbul. Di Indonesia, setiap bayi

(usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasidasar lengkap yang terdiri

dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HIB, 4 dosis poliotetes,

dan 1 dosis campak/MR. Cakupan Imunisasi dasar lengkap di Kabupaten

Maros dapat di linat pada gambar 5.10 berikut :

Gambar 5.10
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Maros
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Tahun 2018
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Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi Dinkes Kab. Maros, 2018

Dari grafik di atas terlihat bahwa Cakupan imunisasi dasar lengkap di
Kabupaten Maros Tahun 2018 sebesar 95%. Kecamatan Moncongloe
memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap yang tertinggi yaitu 117,9 %
sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Cenrana sebesar 63 %.

Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak/MR menjadi salah
satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan
komitmen Indonesia secara global untuk turut serta dalam eliminasi campak
dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan
campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan
realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada
balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang
dilahirkan dari ibu yang terinfeksi rubela.Oleh karena itu pencegahan campak
dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan
kematian pada balita.Tren cakupan imunisasi campak di Kab. Maros
cenderung meningkat seiring dengan semangat berusaha mencapai target
nasionalsebesar 95% seperti yang disajikan pada Gambar 5.11 berikut:
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Gambar 5.11
Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi Dinkes Kab. Maros, 2018

Dari grafik di atas terlihat bahwa Cakupan Imunisasi Campak di Kabupaten
Maros Tahun 2018 sebesar 99,8%. Kecamatan Moncongloe adalah
kecamatan yang memiliki cakupan imunisasi campak terbesar yaitu 117,9%
sedangkan Kecamatan Cenrana adalah kecamatan dengan cakupan

imunisasi yang terendah yaitu 65,1%.

Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

Universal Child Immunization (UCI) desa/kelurahan adalah gambaran
suatu desa/kelurahandimana 280% dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di
desalkelurahan tersebut sudah mendapatimunisasi dasar lengkap.Cakupan
desalkelurahan UCI menurut kecamatan terdapat pada Gambar berikut.

Pada gambar 5.12 di bawah dapat terlihat bahwa persentase Cakupan
desa/kelurahan UCI di Kabupaten Maros cukup tinggi dengan rincian
kecamatan yang desa/kelurahannya uci tertinggi (100%) ada 8 Kecamatan
yaitu kecamatan Simbang, Bantimurung, Turikale, Marusu, Lau, Maros Baru,

Moncongloe, dan Mandai. Semnetara Kecamatan yang desalkelurahannya
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tidak mencapai 50% adalah Kecamatan Bontoa sebesar 22.2%.sebagamana

tergambar pada gambar 5.12 di bawah ini:

Gambar 5.12
Cakupan desalkelurahan UCI di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Surveilans Imunisasi Dinkes Kab. Maros, 2018

c. Gizi
Pada subbab gizi ini akan dibahas mengenai status gizi balita dan upaya
pencegahan dan penanganan masalah gizi yaitu pemberian ASI eksklusif,
pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah
darah (TTD) pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada
ibu hamil KEK dan balita kurus, dan kecukupan energi dan zat gizi balita.
1.) Status Gizi Balita
Arah pembangunan gizi sesuai Undang-undang No.36 tahun 2009
tentang Kesehatan pasal 141, dimana upaya perbaikan gizi masyarakat
ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat yang
dapat ditempuh melalui perbaikan pola konsumsi makanan, sesuai dengan 13
Pesan Umun Gizi Seimbang (PUGS) dan perbaikan perilaku Keluarga Sadar
Gizi (Kadarzi).
Status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks yaitu berat badan
menurut umur(BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan

menurut tinggi badan (BB/TB).Standar pengukuran status gizi berdasarkan
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Standar World Health Organization (WHO 2005) yang telah ditetapkan pada
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XI1/2010 tentang
Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak.Gizi kurang dan gizi buruk
merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut
umur (BB/U).

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang.Anak balita
(0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat
kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan
gizi.Di negara berkembang anak-anak umur 0-5 tahun merupakan golongan
yang paling rawan terhadap gizi.Anak-anak biasanya menderita bermacam-

macam infeksi serta berada dalam status gizi rendah.

Gambar 5.13
Persentase Gizi Kurang pada Balita 0-59 bulan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018
Pada gambar 5.13 di atas dapat terlihat bahwa persentase Gizi kurang di
Kabupaten Maros sebesar 1.29% dengan kecamatan tertinggi ada di
kecamatan Lau sebesar 4.88% disusul Kecamatan Camba sebesar 4.85%.

dan yang terendah ada di Kecamatan Maros Baru sebesar 0.17%.
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Gambar 5.14
Persentase Pendek (TB/U) pada Balita 0-59 bulan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

Pada gambar 5.14 di atas dapat terlihat bahwa persentase pendek pada
Balita 0-59 bulan di Kabupaten Maros sebesar 1.49% dengan tertinggi ada di
Puskesmas Cenrana sebesar 9% disusul Puskesmas Marusu sebesar 7.11%.
dan yang terendah ada di Puskesmas Maros Baru sebesar 0%.

Gambar 5.15
Persentase Kurus(BB/U) pada Balita 0-59 bulan di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

Profil Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2018 46



Pada gambar 5.15 di atas dapat terlihat bahwa persentase kurus pada
Balita 0-59 bulan di Kabupaten Maros sebesar 1.84% dengan tertinggi ada di
Puskesmas Marusu sebesar 23.10% disusul Puskesmas Cenrana sebesar

11.36%, dan yang terendah ada di Puskesmas Maros Baru sebesar 0%.

Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Upaya Perbaikan Gizi, dalam menerapkan gizi seimbang setiap keluarga
harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap
anggota keluarganya. Upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah dan
mengatasi masalah gizi adalah dengan menimbang berat badan secara
teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan,
makan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium, dan pemberian
suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang
diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016
tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet
tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan
anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan
mineral.

a.) Inisiasi Menyusui Dini

Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah meletakan bayi secara tengkurap di
dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu yang dilakukan
sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut
terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam dianggap belum
sempurna dan dianggap tidak melakukan IMD.Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian
Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan
selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan
makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

AS| mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung
protein untuk daya tahan tubuh dan pembunuh kuman dalam jumlah tinggi
sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi risiko kematian pada
bayi. Kolostrum berwarna kekuningan dihasilkan pada hari pertama sampai
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hari ketiga. Hari keempat sampai hari kesepuluh ASI mengandung
immunoglobulin, protein, dan laktosa lebih sedikit dibandingkan kolostrum
tetapi lemak dan kalori lebih tinggi dengan warna susu lebih putih. Selain
mengandung zat-zat makanan, ASI juga mengandung zat penyerap berupa
enzim tersendiri yang tidak akan menganggu enzim di usus. Susu formula
tidak mengandung enzim sehingga penyerapan makanan tergantung pada
enzim yang terdapat di usus bayi.

Bayi yang berusia di atas enam bulan membutuhkan semua komponen
makanan, termasuk Makanan Pendamping ASI (MPASI).Jika tidak,
dikhawatirkan bayi mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya. Satu
dari dua anak selama ini mengonsumsi makanan yang kurang cukup energi
dan beragam.Jika dibiarkan terus menerus, maka bisa terjadi stunting pada
anak.Biasanya pemberian ASI bagus, tapi pada saat MPASI terjadi penurun
asupan pada anak.

Program inisiasi menyusui dini dan asi eksklusif di Kabupaten Maros
mendapat perhatian Khusus oleh pemeritah daerah dengan adanyaPeraturan
Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir,
Bayi dan Anak-Anak.

Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di
Kabupaten Maros secara umum sudah cukup tinggi yaitu 87,5%. Cakupan
tertinggi yang mencapai 100% IMD adalah Puskesmas Tompobulu dan
Puskesmas Bontoa. Cakupan terendah adalah PuskesmasMandai sebesar

13,4%. Sebagaimana pada gambar 5.16.
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Gambar 5.16
Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini(IMD)
di Kabupaten MarosTahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

Sampai saat ini, masih sedikit ibu yang memberikan ASI eksklusif selama
enam bulan dan dilanjutkan hingga dua tahun dengan makanan pendamping
ASI (MPASI) pada anak. Padahal

Cakupan Bayi mendapatkan asi ekslusif di Kabupaten Maros sebesar
66,5%, hal ini sudah melebihi target nasional yaitu tembus diangka 50%.
Cakupan tertinggi asi ekslusif ada pada puskesmas Mallawa sebesar 90,2%
dan terendah adalah Puskesmas Bontoa sebesar 42,7%. Sebagaimana pada

gambar 5.17
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Gambar 5.17
Cakupan Bayi Mendapat ASI Ekslusif di Kabupaten Maros
Tahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

b.) Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6-59 Bulan

Vitamin A merupakan zat gizi esensial yang sangat diperlukan tubuh
untuk perumbuhan dandaya tahan tubuh terhadap penyakit.Kekurangan
vitamin A dapat menyebabkan kebutaan pada anakyang dapat dicegah serta
meningkatkan risiko kesakitan dan kematian.Asupan vitamin A darimakanan
sehari-hari masih rendah sehingga diperlukan suplementasi gizi berupa kapsul
vitamin A.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Standar KapsulVitamin A bagi Bayi, anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin
A merupakan kapsul lunak denganujung (nipple) yang dapat digunting, tidak
transparan (opaque), dan mudah untuk dikonsumsi,termasuk masuk ke dalam
mulut balita. Kapsul vitamin A diberikan kepada bayi, anak balita, dan ibunifas.
Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6 — 11 bulan berwarna biru dan mengandung
retinol(palmitat/asetat) 100.000 |U, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak
balita usia 12-59 bulan dan ibunifas berwarna merah dan mengandung retinol
(palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu
pemberian kapsulvitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak
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pada bulan Februari atau Agustus.Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi
6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59bulan sebanyak 2
kali. Pemberian kapsul vitamin A pada ibu nifas dilakukan sebanyak 2 kali
yaitu satukapsul segera setelah saat persalinan dan satu kapsul lagi pada 24
jam setelah pemberian kapsulpertama.

Cakupan pemberian vitamin A Balita 6-59 Bulan di Kabupaten Maros
secara umum sudah cukup tinggi yaitu 87,1%, dimana sudah mencapai target
rata-rata nasional yaitu sebesar 85%. Cakupan tertinggi adalah kecamatan
Tompobulu yaitu sebesar 98,6% dan diikuti oleh kecamatan Simbang sebesar
98,4%. Cakupan terendah adalah kecamatan Marusu sebesar 77,8% dan
diikuti oleh kecamatan Maros Baru sebesar 83,6%. Sebagaimana pada
gambar 5.18.

Gambar 5.18
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita 6-59 Bulan
di Kabupaten MarosTahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018

c.) Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dihubungkan dengan meningkatnya kelahiran
prematur, kematian ibudan anak dan penyakit infeksi.Anemia defisiensi besi
pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhandan berkembangan janin/bayi
saat kehamilan maupun setelahnya.Oleh karena itu ibu hamil sangat
disarankan untuk mencukupi kebutuhan zat besinya. Salah satu cara untuk
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mendapatkan zat besi selain dari makanan adalah mengkonsumsi tablet zat
besi atau tablet tambah darah. Di indonesia, pemerintah merekomendasikan
konsumsi tablet tambah darah (TTD)/tablet besi ibu hamil sebanyak 90 tablet
atau lebih selama kehamilan guna mencegah anemia defesiensi besi saat
hamil yang bisa didapatkan secara gratis di puskesmas atau membeli di
apotek terdekat.

Hasil Riskesdas 2013 menyatakanbahwa anemia terjadi pada 37,1% ibu
hamil di Indonesia, 36,4% ibu hamil di perkotaan dan 37,8%ibu hamil di
perdesaan. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan
mendapatkan tablettambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian tablet tambah daran pada ibu hamil di kabupaten
Maros secara umum sudah cukup tinggi yaitu 83,7%, namun masih dibawah
target rata-rata nasional yaitu 85%. Cakupan tertinggi adalah kecamatan
Bantimurung sebesar 95,4% dan diikuti oleh kecamatan Lau sebesar 94,9%.
Cakupan terendah adalah kecamatan Cenrana sebesar 51,1% dan diikuti
oleh kecamatan Mallawa sebesar 54,3%. Sebagaimana pada gambar 5.19.

Gambar 5.19
Cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil
di Kabupaten MarosTahun 2018
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Sumber: Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Maros, 2018
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| ‘ | ‘ BAB VI
PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalens, morbiditas

atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal. Angka

kesakitan dan kematian penyakit merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan

suatu masyarakat. Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu

pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit

menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang

ditularkan melalui binatang.Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan

dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

Penyakit Menular Langsung
a. Tuberkulosis

Tuberkulosis atau TBC adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh
kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium,
antara lain: M.tuberculosis, M.africanum, M. bovis, M. Leprae dsb. Tuberkulosis ini
masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi tantangan global.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai beban tuberkulosis
yang terbesar diantara 5 negara yaitu India, Indonesia, China, Philippina and Pakistan
(Global Tuberculosis Report, 2017; hal. 1). Selain itu terdapat tantangan yang perlu
menjadi perhatian yaitu meningkatnya kasus Tuberkulosis-MDR, Tuberkulosis-HIV,
Tuberkulosis dengan DM, Tuberkulosis pada anak dan masyarakat rentan lainnya.Hal
ini memacu pengendalian tuberkulosis nasional terus melakukanintensifikasi,
akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program.

Berdasarkan Global Report Tuberculosis tahun 2017, secara global kasus baru
tuberculosis sebesar 6,3 juta, setara dengan 61% dari insiden tuberkulosis (10,4 juta).
Tuberkulosis tetap menjadi10 penyebab kematian tertinggi di dunia dan kematian
tuberkulosis secara global diperkirakan 1,3 jutapasien (WHO, Global Tuberculosis
Report, 2017).

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan insidens,

prevalensi, dan mortalitas/kematian.
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a) Insidens dan Prevalens Tuberkulosis

Berdasarkan Global Tuberculosis Report WHO (2017), angka insiden
tuberkulosis Indonesia 391per 100.000 penduduk dan angka kematian 42 per
100.000 penduduk sedangkan menurut pemodelanyang berdasarkan data hasil
survei prevalensi tuberkulosis tahun 2013-2014 angka prevalensi padatahun 2017
sebesar 619 per 100.000 penduduk sedangkan pada tahun 2016 sebesar 628 per
100.000penduduk.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun
2015-2019, indikator yang digunakan adalah prevalensi berbasis mikroskopis saja
sehingga angkanya lebih rendah dari hasilsurvei prevalensi tuberkulosis tahun
2013-2014 yang telah menggunakan metode yang lebih sensitive yaitu konfirmasi
bakteriologis yang mencakup pemeriksaan mikroskopis, molekuler dan kultur.
Targetprevalensi tuberkulosis tahun 2016 dalam RPJMN sebesar 271 per 100.000
penduduk dengan capaiansebesar 257 per 100.000 penduduk dan pada tahun
2017 target sebesar 262 per 100.000 pendudukdengan capaian sebesar 254 per
100.000 penduduk.

b) Kasus Tuberkulosis ditemukan

Pada tahun 2017 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 425.089
kasus, meningkatbila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan
pada tahun 2016 yang sebesar 360.565kasus. Jumlah kasus tertinggi yang
dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besaryaitu Jawa
Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut
sebesar43% dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia.

Menurut jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi daripada
perempuan Yaitu1,4 kali dibandingkan pada perempuan. Pada masing-masing
provinsi di seluruh Indonesia kasus lebihbanyak terjadi pada laki-laki dibandingkan

perempuan.
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GAMBAR 6.1
SEMUA KASUS TUBERKULOSIS TERDAFTARDAN DIOBATI MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2018
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Gambar 6.1. menunjukan kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis
tahun 2018 yang tertinggi terdapat di Kecamatan Mandai sebanyak 78 kasus dan
terendah terdapat di kecamatan Mallawa sebanyak 6 Kasus,dan jumlah

keseluruhan di Kab. Maros sebesar 495 kasus.

c) Angka Pengobatan Lengkap (Complete Rate) semua Kasus Tuberkulosis

Adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara
perkiraanjumlah semua kasus tuberkulosis (insiden).Perkiraan jumlah semua
kasus tuberkulosis merupakaninsiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan
100.000 dikali dengan jumlah penduduk. CDRmenggambarkan seberapa banyak
kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

Gambar 6.2. menunjukkan angka kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis di
Kabupaten Maros sebesar 17.4% dengan kesembuhan tertinggi ada pada
Kecamatan Moncongloe yaitu sebesar 37.5% dan terendah adalah kecamatan
Tompobulu yang memperlihatkan tidak ada angka kesembuhan (0%). Hal ini
disebabkan karena masih dalam proses pengobatan.
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GAMBAR 6.2
ANGKA KESEMBUHAN (CURE RATE)TUBERKULOSISMENURUT
KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

d) Angka Keberhasilan Pengobatan

Salah satu upaya untuk mengendalikan tuberkulosis yaitu dengan
pengobatan.Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan
tuberkulosis adalah angka keberhasilan pengobatan (Success Rate).Angka
keberhasilan pengobatan merupakan jumlah semua kasus tuberkulosis yang
sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus tuberkulosis yang diobati
dan dilaporkan.

Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan
semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus.Angka ini
menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis.Walaupun angka kesembuhan
telah mencapai, hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan antara lain
kasus meninggal, gagal, putus berobat (/ost to follow up), dan tidak dievaluasi.
Berikut ini digambarkan angka keberhasilan pengobatan kasus tuberkulosis tahun
2018.

Pada Gambar 6.3menunjukkan angka keberhasilan Tuberkulosis di

Kabupaten Maros sebesar 40.2% dengan keberhasilan tertinggi pada Kecamatan
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Simbang yaitu sebesar 72.4% dan terendah adalah kecamatan Mallawa yang

memperlihatkan tidak ada angka kesembuhan (0%).

GAMBAR 6.3
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

b. HIV/AIDS
Immunodeficiency Virus (HIV) yang menyerang sistem kekebalan tubuh.
Infeksi tersebut menyebabkanpenderita mengalami penurunan ketahanan tubuh
sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagaimacam penyakit lain.Jumlah
penderita HIV/AIDS dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es (iceberg
phenomena), yaitu jumlah penderita yang dilaporkan jauh lebih kecil dibandingkan
jumlah penderita yang sebenarnya.Artinya sangat sulit mendapatkan data yang
sebenarnya.
Estimasi dan proyeksi jumlah orang dengan HIV/AIDS pada umur =215 tahun
di Indonesia padatahun 2017 adalah sebanyak 628.492 orang dengan jumlah
infeksi baru sebanyak 46.357 orang dankematian sebanyak 40.468 orang
(Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS di Indonesia Tahun 2015-2020,Kemenkes RI).
1. Jumlah Kasus HIV Positif dan AIDS
Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai
HIV positif. JumlahHIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui
Layanan Konseling dan Tes HIV baik secarasukarela (Konseling dan Tes
Sukarela/KTS) maupun atas dasar Tes atas Inisiatif Pemberi layanankesehatan

dan Konseling (TIPK).Sedangkan prevalensi HIV pada suatu populasi tertentu
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dapatdiketahui melalui metode sero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan
Perilaku (STBP).

Jumlah kasus baru HIV positif dan AIDS yang dilaporkan tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 disajikanpada Gambar 6.4.

GAMBAR 6.4
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI
KABUPATEN MAROS TAHUN 2014-2018
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Jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ketahun
terjadipeningkatan,dan pada tahun 2018terjadi penurunan1 kasus dari total 15
kasus menjadi 14 kasus.Sedangkan AIDS terjadi peningkatan tiga tahun terakhir
yaitu mulai 2016 sampai 2017 dan terjadi penurunan 1 kasu di 2018 dari 9 kasus
menjadi 8 kasus.

Sedikitnya jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan di Kabupaten Maros
disebabkan karena penderita biasanya langsung berobat ke sarana kesehatan
yang berada di ibukota provinsi Sulawesi Selatan yaitu Makassar sehingga data

mereka tercatat di kota tersebut.
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GAMBAR 6.5
JUMLAH KASUS BARU HIV POSITIF DAN AIDS
TAHUN 2014-2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

Menurut jenis kelamin, persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2017
pada laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan seperti digambarkan di bawah

ini.

GAMBAR 6.6
PROPORSI HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN 2018

Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

Penderita HIV positif di Kab.Maros pada laki-laki sebesar 72% dan pada
perempuan sebesar 28%.Sedangkan penderita AIDS di Kab. Maros pada laki-laki
sebesar 68,2% dan pada perempuan sebesar 31,8%.

Menurut kelompok umur, persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2018
seperti digambarkan di bawah ini.
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GAMBAR 6.6
KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018
Proporsi terbesar kasus HIV dan AIDS di Kab. Maros, masih pada penduduk

usia produktif (15-49 tahun), dimana kemungkinan penularan terjadi pada usia
remaja.Usia Remaja memang masuk pada kelompok yang rentan terinfeksi

Human Immunodeficiency Virus (HIV).Penularan HIV tertinggi karena perilaku
seks berisiko dan pemakaian jarum suntik meskipun belakangan pemakaian

jarum suntik sudah mulai menurun.

2. Angka KematianAkibat AIDS
Angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) akibat AIDS dari tahun ke
tahun cenderung menurun seperti terlihat pada Gambar 6.13 berikut ini. Pada
tahun 2018 CFR AIDS di Kabupaten Maros sebesar 15,6% (32 Kasus).

GAMBAR 6.7
ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS YANG DILAPORKAN
TAHUN 2016-2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018
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c. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli)
yang dapatdisebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan
bakteri.Gejala penyakit pneumoniayaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk,
mengeluarkan dahak, dan sesak napas.

Pneumonia merupakan penyebab utama kematian balita di dunia. Penyakit ini
menyumbang16% dari seluruh kematian anak di bawah 5 tahun, yang
menyebabkan kematian pada 920.136 balita,atau lebih dari 2.500 per hari, atau di
perkirakan 2 anak Balita meninggal setiap menit pada tahun 2015.(WHO, 2017).

Banyak faktor yang berkontribusi terhadap kejadian pneumonia dan tidak ada
intervensitunggal yang secara efektif dapat mencegah, mengobati dan
mengendalikan. Terdapat 3 intervensisederhana namun efektif jika dilaksanakan
secara tepat dan dapat menurunkan beban penyakit iniyaitu :

1. -Lindungi (protect) melalui pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan
dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan padat bergizi sampai umur

2 tahun;

-Perbaikan gizi pada bayi dan balita sehingga tidak mengalami malnutrisi
2. - Cegah (prevent) melalui vaksinasi batuk rejan/pertusis, campak , Hib, dan
pneumokokus;
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, khususnya cuci tangan pakai sabun (CTPS)
dan menerapkan etika batuk yang benar;
-Menurunkan polusi udara khususnya dalam ruangan
3. Obati (treat) melalui deteksi dini dan pengobatan yang adekuat

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu
dengan meningkatkanpenemuan pneumonia pada balita. Perkiraan kasus
pneumonia secara nasional sebesar 3,55% namunangka perkiraan kasus
pneumonia di masing-masing provinsi menggunakan angka yang berbeda-
bedasesuai angka yang telah ditetapkan.Sementara angka perkiraan kasus
pneumonia di Kab. Maros sebesar 3,79%, untuk angka perekiraan masing-masing
kecamatan dapat dilihat pada gambar 6.8.
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TABEL 6.8
PERKIRAAN PERSENTASE KASUS PNEUMONIA PADA BALITA
MENURUT KECAMATAN DI KAB. MAROS

TAHUN 2018

No Kecamatan Perkiraan No Kecamatan Perkiraan Kasus
Kasus (%) (%)
1  Mandai 3.78 8  Bantimurung 3.78
2 Moncongloe 3.81 9 Simbang 3.81
3 Maros Baru 3.78 10 Tanralili 3.79
4 lau 3.80 11  Tompobulu 3.80
5 Marusu 3.79 12 Cenrana 3.81
6 Turikale 3.79 13 Camba 3.77
7 Bontoa 3.77 14 Mallawa 3.82
15 Kab. Maros 3,79

Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

Cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Kab. Maros dapat dilihat
pada gambar 6.9

GAMBAR 6.9
PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA
BERDASARKAN KECAMATAN
TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

d. Hepatitis
Hepatitis adalah peradangan hati yang bisa berkembang menjadi fibrosis

(jaringan parut),sirosis atau kanker hati.Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor
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seperti infeksi virus, zat beracun(misalnya alkohol, obat-obatan tertentu), dan
penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitisadalah yang disebabkan oleh
Virus Hepatitis B dan C. Hasil RISKESDAS tahun 2013 memperlihatkanproporsi
pengidap Hepatitis B sebesar 7,1%, menurut jenis kelamin (laki-laki 8,0% dan
perempuant,4%), menurut lokasi tempat tinggal (perkotaan 6,3% dan pedesaan
7,8%).

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B
saat ini fokus padaencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95%
penularan Hepatitis B adalah secara vertical yaitu dari Ibu yang Positif Hepatitis B
ke bayi yang dilahirkannya.Sejak tahun 2015 telah dilakukanKegiatan Deteksi Dini
Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil dilayanan Kesehatan dasar (Puskesmas)
danJaringannya.

Pemeriksaan Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan melalui pemeriksaan darah
denganmenggunakan tes cepat/Rapid Diagnostic Test (RDT) HBsAg. HBsAg
(Hepatitis B Surface Antigen)merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada
virus hepatitis B yang memberikan arti adanyainfeksi hepatitis B. Bayi yang lahir
dari ibu yang terdeteksi Hepatitis B (HBsAg Reaktif) diberi vaksinpasif yaitu HBIg
(Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 jam kelahiran disamping imunisasi akif
sesuaiprogram Nasional (HBO, HB1, HB2 dan HB3). HBIg merupakan serum

antibodi spesifik Hepatitis B yangmemberikan perlindungan langsung kepada bayi.
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GAMBAR 6.10
JUMLAH PENDERITA HEPATITIS B
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018
e. Diare

Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga
merupakan penyakitpotensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai
dengan kematian.Pada tahun 2018 tidak ada KLB di Kabupaten Maros.

a) Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Target cakupan pelayanan penderita Diare semua umur (SU) yang datang ke
sarana kesehatanadalah 10% dari perkiraan jumlah penderita Diare SU (Insidens
Diare SU dikali jumlah pendudukdi satu wilayah kerja dalam waktu satu tahun).
Tahun 2016 jumlah penderita diare SU yang dilayani disarana kesehatan
sebanyak 3.176.079 penderita dan terjadi peningkatan pada tahun 2017
yaitumenjadi 4.274.790 penderita atau 60,4% dari perkiraan diare di sarana
kesehatan. Insiden diare semuaumur secara nasional adalah 270/1.000 penduduk
(Rapid Survey Diare tahun 2015).

Target cakupan pelayanan penderita Diare Balita yang datang ke sarana
kesehatan adalah 10%dari perkiraan jumlah penderita Diare Balita (Insidens Diare
Balita dikali jumlah Balita di satu wilayahkerja dalam waktu satu tahun). Gambar di
bawah ini adalah cakupan pelayanan penderita semua umur dan diare Balitadi
Kabupaten Maros Tahun 2018:
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GAMBAR 6.11
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE SEMUA UMUR

MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2018
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GAMBAR 6.12
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA
MENURUT KECAMATAN
TAHUN 2018
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f.

Kusta

Penyakit kusta atau lepra atau penyakit Hansen merupakan penyakit infeksi
kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae dan utamanya
mempengaruhi kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Bakteri
lepra mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2-3 minggu, daya tahan
hidup di luar tubuh manusia mencapai 9 hari, dan memiliki masa inkubasi 2-5
tahun bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk
dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen
pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Tahun 2016, Jumlah penderita kusta yang dilaporkan dari 143 negara di
semua regional WHO adalah sebanyak 214.783 kasus baru kusta dan prevalensi
terlapor adalah 171.948 kasus, dengan angka cacat tingkat 2 sebesar 12.819 per
1.000.000 penduduk dan jumlah kasus anak di antara kasus baru mencapai
18.230 (WHO, Weekly Epidemiological Record, 1 September 2017).

Perlu diketahui bahwa saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah
penderita kusta terbesar setelah India dan Brasil.Salah satu penyebabnya adalah
edukasi yang kurang salah mengenai kusta menjadi alasan munculnya
diskriminasi terhadap pasien kusta.Masyarakat telanjur mempercayai bahwa kusta
penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan mudah menular.Padahal, apabila
diketahui sejak dini, kusta bisa hilang total, di puskesmas pun telah tersedia obat
yang dibagikan cuma-cuma untuk menangani kusta.Dua hari sejak obat diberikan,

penularan kusta bisa dihentikan.

Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru PB dan MB

Indonesia telah mencapai status eliminasi kusta, yaitu prevalensi kusta <1 per
10.000penduduk pada tahun 2000.Setelah itu Indonesia masih bisa menurunkan
angka kejadian kustameskipun relatif lambat. Angka prevalensi kusta di Indonesia
pada tahun 2017 sebesar 0,70kasus/10.000 penduduk dan angka penemuan
kasus baru sebesar 6,08 kasus per 100.000 penduduk.Angka kejadian dalam 5
tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 6.20

Pada tahun 2017 dilaporkan 15.910 kasus baru kusta (6,1/100.000 penduduk)
dengan 86,12%kasus di antaranya merupakan tipe Multi Basiler (MB). Sedangkan
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menurut jenis kelamin, 61,99%penderita baru kusta berjenis kelamin laki-laki dan
sebesar 38,01% lainnya berjenis kelaminperempuan.

Kabupaten Maros rutin melakukan pendataan terhadap penderitda kusta,
dimana pada tahun 2018 tercatat 33 kasus baru kusta, 20 orang yang berjenis
kelamin Laki-Laki dan 13 orag berjenis kelami Prempun. Sebagai mana tabel 6.13
dibawah ini.

GAMBAR 6.13
ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2018

Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

2. Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I)
Ada dua penyakit yang kami tampilkan yaitu Tetanus dan campak sedangkan difteri
dengan polia tidak ditampilkan karena tidak ada kasus.
a. Tetanus Neonatorum

Tetanus neonatorum disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masuk ke
tubuh melaluiluka.Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya
disebabkan oleh pemotongan talipusat dengan alat yang tidak steril.Kasus tetanus
neonatorum banyak ditemukan di Negara berkembang khususnya negara dengan
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah.

Pada tahun 2017, dilaporkan terdapat 25 kasus dari 7 provinsi dengan jumlah
meninggal14 kasus atau CFR sebesar 56%. Jumlah kasus TN pada tahun 2017
mengalami penurunan dari tahunsebelumnya, yang sebanyak 33 kasus pada
tahun 2016. Meski demikian, CFR pada tahun 2017mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya yang sebesar 42,4%. Jumlah kasus TN terbanyaktersebar
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sama rata di tiga provinsi, yaitu Provinsi Riau, Banten, dan Kalimantan Barat.
Provinsi denganCFR 100% yaitu Provinsi Aceh, Kalimantan Tengah, dan Papua.
Penderita Tetanus Neonatorum di Kabupaten Maros pada tahun 2018

terdapat 1 orang yang berjenis kelamin Laki-Laki dan dinyatakan meninggal.

b. Campak

Penyakit campak, dikenal juga sebagai Morbili atau Measles, disebabkan oleh
virus campak golongan Paramyxovirus.Penularan dapat terjadi melalui udara yang
telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian
besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika
seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapatkan kekebalan
terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pendrita Suspek Campak di Kabupaten Maros dapat dilihat pada gambar 6.14
dibawah ini.

GAMBAR 6.14
SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN MAROS
TAHUN 2018

Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

Total Kasus Suspek Campakdi Kabupaten Maros pada tahun 2018 sebanyak
34 kasus. Distribusi berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 6.15

dibawah ini:
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GAMBAR 6.15
SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN KECAMATAN
DI KABUPATEN MAROSTAHUN 2018

Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

3. Penyakit Menular Vektor dan Zoonosis

a.

Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan
oleh virus Dengue yang tergolong Arthropod-Borne Virus, genus Flavivirus,dan
famili Flaviviridae.DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes,
terutama Aedes aegyptiatau Aedes albopictus.Penyakit DBD dapat muncul
sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur.Penyakit ini
berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

a) Incidence Rate (IR) dan Case Fatality Rate (CFR)

Tahun 2018Angka Kesakitan DBD berjumlah 188 kasus, Jumlah tersebut
menurun cukup drastis dari tahun sebelumnya, yaitu 253 kasus.Namun, ada
peningkatancase fatality rate (CFR) dari tahun sebelumnya tidak terlalu tinggi,
yaitu 0,8% pada tahun 2017, menjadi 3.2% pada tahun 2018.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.16 dan gambar 6.17
dibawah ini:
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GAMBAR 6.16
ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

GAMBAR 6.17
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018
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b. Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium
yang hidup danberkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh
nyamuk malaria (Anopheles) betina,dapat menyerang semua orang baik laki-laki
ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi,anak-anak dan orang
dewasa.

Sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Kesehatan Rl Nomor
293/Menkes/SK/IVI2009 tanggal28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria di
Indonesia” dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepadaseluruh gubernur dan
bupati/walikota Nomor 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 tentang“Pedoman
Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia yang harus dicapai secara
bertahapmulai dari tahun 2010 sampai seluruh wilayah Indonesia bebas malaria
selambat-lambatnya tahun2030”, maka program malaria di Indonesia bertujuan
untuk mencapai eliminasi.

Persentasi pencapaian eliminasi sangat bervariasi diantara provinsi di
Indonesia.Provinsi yangkabupaten/kotanya belum satupun mencapai eliminasi ada
di wilayah Indonesia timur, yaitu Papua,Papua barat, NTT, Maluku dan Maluku
Utara. Provinsi yang memiliki presentasi kabupaten/kotamencapai eliminasi diatas
80% vyaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat,
JawaTengah, dan DI Jogyakarta. Terdapat tiga (3) Provinsi yang 100%
kabupaten/kotanya telah mencapaibebas penularan Malaria yaitu DKI Jakarta, Bali
dan Jawa Timur.

Untuk daerah Kabupaten Maros bukan merupakan daerah endemis malaria,
akan tetapi masih terdapat beberapa kasus Malaria, dimana data tahun 2018 yang
positif malaria sejumlah 65 orang dan semuanya melakukan pengobatan standar
(100%) sehingga tidak yang meninggal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel 6.18 dibawah ini:
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GAMBAR 6.18
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

4. Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular (PTM) merupakan penyakit kronis yang tidak ditularkan
dari orang ke orang.PTM diantaranya adalah penyakit jantung, stroke, kanker,
diabetes, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK).PTM merupakan penyebab
kematian hampir 70% di dunia.

Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir menghadapi masalah triple burden
diseases. Di satu sisi, penyakit menular masih menjadi masalah ditandai dengan
masih sering terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) beberapa penyakit menular tertentu, di
sisi lain muncul kembali beberapa penyakit menular lama (re-emerging diseases),
serta muncul penyakit-penyakit menular baru (new-emerging diseases) seperti SARS,
avian influenza (flu burung), dan swine influenza (flu babi). Disamping mengahdapi
masalah tersebut di atas, PTM menunjukkan adanya kecenderungan semakin
meningkat dari waktu ke waktu. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)
tahun 2007 dan 2013, tampak kecenderungan peningkatan prevalensi PTM seperti
diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit sendi/rematik/encok. Fenomena ini diprediksi
akan terus berlanjut.

Berbagai faktor risiko PTM diantaranya adalah merokok dan keterpaparan
terhadap asap rokok, diet/pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi
minuman beralkohol, dan riwayat keluarga (keturunan). Adapun faktor risiko antara
terjadinya PTM adalah obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol

tinggi.Program pada prinsip mengutamakan upaya pencegahan karena lebih baik dari
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pada pengobatan.Upaya pencegahan penyakit tidak menular lebih ditujukan kepada
faktor risiko yang telah diidentifikasi.Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian
Kesehatan telah mengembangkan program pengendalian PTM sejak tahun 2006.

Berdasarkan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (SIRKESNAS) tahun 2016,
prevalensimerokok secara nasional adalah 28,5%. Prevalensi merokok menurut jenis
kelamin prevalensi padalaki-laki 59% dan perempuan 1,6%. Menurut tempat tinggal,
prevalensi merokok di pedesaan danperkotaan tidak terlalu jauh berbeda namun
demikian di perdesaan sedikit lebih tinggi (29,1%)dibandingkan dengan perkotaan
(27,9%). Menurut kelompok umur, prevalensi tertinggi pada usia 40-49 tahun sebesar
39,5%, sedangkan pada usia muda/ perokok pemula (< 18 tahun) sebesar 8,8%.

Prevalensi penduduk dengan tekanan darah tinggi secara nasional sebesar
30,9%. Prevalensitekanan darah tinggi pada perempuan (32,9%) lebih tinggi dibanding
dengan laki-laki (28,7%).Prevalensi di perkotaan sedikit lebih tinggi (31,7%)
dibandingkan dengan perdesaan (30,2%). Prevalensisemakin meningkat seiring
dengan pertambahan umur.

Prevalensi obesitas (Indeks Massa Tubuh atau IMT =25 - 27 dan IMT =27)
sebesar 33,5%,sedangkan penduduk obese dengan IMT =27 saja sebesar 20,7%.
Pada penduduk yang obesitas,prevalensi lebih tinggi pada perempuan (41,4%)
dibandingkan pada laki-laki (24,0%). Prevelansi lebihtinggi di perkotaan (38,3%)
daripada perdesaan (28,2%). Sedangkan menurut kelompok umur, obesitastertinggi
pada kelompok umur 40-49 tahun (38,8%).

Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui perilaku CERDIK, yaitu Cek kesehatan
secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat seimbang,
Istirahat yang cukup, dan Kelola stres. Cek kesehatan secara berkala vyaitu
pemeriksaan faktor risiko PTM dapat dilakukan melalui Pos Pembinaan Terpadu
(Posbindu) PTM yang ada di desa/ kelurahan, dan di Puskesmas.

Selain itu, upaya pengendalian PTM melalui pengendalian konsumsi rokok melalui
implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah-sekolah, hal ini sebagai upaya
penurunan prevalensi perokok < 18 tahun.Sedangkan untuk pengaturan makanan
berisiko, diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang gula, garam dan lemak
dalam makanan yang dijual bebas. Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika
hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas
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sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan,
bahkan seluruh lapisan masyarakat.

Indikator program pengendalian penyakit tidak menular pada Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.Persentase
Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM secara terpadu (Puskesmas
Pandu PTM).

1) Persentase desalkelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan

Terpadu (Posbindu) PTM.

2) Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker leher rahim
dan kanker payudara.
3) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) minimal pada 50% sekolah.

Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

dalam upaya untukmengendalikan penyakit tidak menular sampai dengan tahun 2018

adalah sebagai berikut.

Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskesmas

Pengendalian PTM di Puskesmas diwujudkan dengan adanya Puskesmas
Pandu PTM.Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan
pencegahan dan pengendalian PTMsecara komprehensif dan terintegrasi melalui
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan UpayaKesehatan Perorangan
(UKP).Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan danpengendalian
PTM, baik secara perorangan maupun kelompok dilakukan melalui kegiatan
UpayaKesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan
mengembangkan Pos PembinaanTerpadu (Posbindu) PTM.Seluruh Puskesmas di
Kabupaten Maros sudah melaksanakan pengenadalian PTM secara terpadu, hal ini
dapat dilihat dari persentase Posbindu di Wilayah Kerja Puskesmas yang rata-rata
sudah lebih 50%.

Pos Pebinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Posbindu PTM yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 merupakan wujud
peran sertamasyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor
risiko PTM utama yangdilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Kegiatan
Posbindu PTM juga terintegrasi secara rutindi masyarakat, seperti di lingkungan

tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. TujuanPosbindu PTM adalah
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meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dinifaktor

risiko PTM.Sasaran utama kegiatan adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko

danpenyandang PTM berusia 15 tahun ke atas.

Desalkelurahan yang melaksanakan Posbindu PTM dapat dilihat pada Gambar

6.19.Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Maros sebesar 118yang tersebar di 14

Kecamatan 103 Desa/Kelurahan,dengan pesentase desa yang berposbindu sebesar

89.3%.Persentase ini sudah jauh melampaui target Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan tahun 2017 yaitu sebesar 30%.
GAMBAR 6.19

PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN POSBINDU PTM

MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

3. Pengendalian Konsumsi Hasil Tembakau

Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya

pengendalian faktor risikoPTM, dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak

menular.Beberapa upaya yang telahdikembangkan di kabupaten Maros untuk

menurunkan Prevalensi PTM adalah sebagai berikut.

a. Perlindungan masyarakat terhadap paparan asap rokok melalui pengembangan

kawasan tanpa rokok dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan

daerah serta implementasinya.
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b. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk hidup sehat tanpa
rokok termasuk akibat merokok melalui iklan layanan masyarakat serta promosi
kesehatan.

c. Melakukan monitoring dan implementasi kebijakan pengendalian konsumsi hasil

tembakau.

GAMBAR 6.20
PERSENTASE PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN KTR MINIMAL PADA 50% SEKOLAH
MENURUT KECAMATAN TAHUN 2018
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Sumber: Bidang P2P Dinkes Maros, 2018

Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang tertinggi
prevalensinyapada perempuan di Indonesia. Kedua kanker ini dapat ditemukan pada
tahap yang lebih dini, akantetapi saat ini kanker lebih sering diketahui pada stadium
lanjut (70%) sehingga angka kematiannyatinggi. Kanker leher rahim dapat ditemukan
pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) denganmetoda IVA dan papsmear.Jika
ditemukan pada tahap lebih dini dapat menurunkan angka kematiandan menghemat
pembiayaan kesehatan yang sangat tinggi, terutama dari kedua kanker ini.

Sampai dengan tahun 2018 sudah dilakukan deteksi dini kanker leher rahim dan
payudaraterhadap 1.228 perempuan usia 30-50 tahun (2.3%) di Kabupaten Maros
Pemeriksaan dilakukanmenggunakan metode Pemeriksaan Payudara Klinis
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(SADANIS) untuk deteksi dini kanker payudara danpemeriksaan Inspeksi Visual Asam

Asetat (IVA) atau Pap Smear untuk deteksi dini kanker leher rahim.

GAMBAR 6.21
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN
PAYUDARA PADAPEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN MENURUT KECAMATAN TAHUN
2018

Kabupaten Maros
Marusu 5.0
Mandai 4.0
Simbang d 3.9
Mallawa d 3.1
Tanralili 2.8

Tompobulu 2.6
Moncongloe d 2.2
Camba d 117
Maros Baru d 1.7
Lau 5
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Turikale
Bantimurung
Bontoa |
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Cakupan pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara pada
perempuan usia30-50 tertinggi terdapat di Kecamatan Marusu yaitu sebesar 5.0%,
diikuti oleh Kecamatan Mandai sebesar 4.0%, dan Kecamatan Simbang sebesar 3.9%,
tertendah adalah pada kecamatan Bontoa sebesar 0.8%. Pemeriksaan IVA menurut
Kecamatan sampai dengan tahun 2018 lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran
6.21.
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GAMBAR 6.22
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER
PAYUDARA PADAPEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN S.D. TAHUN 2018

40 37
35
30
25
20
15
10

Grafik di atas menggambarkan hasil pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim
dan payudara di Kab.Maros, dimana sampai dengan tahun 2018 telah ditemukan 37

IVA positif, 3 tumor payudara.

5. KESEHATAN JIWA (ODGJ) BERAT

Perhatian pemerintah terhadap pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat
mendapat perhatian serius dengan diterbitkannya Peraturan Turunan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.Dalam peraturan ini sangat ditekankan
menghilangkan stigma, diskriminasi, pelanggaran hak asasi ODGJ sebagai bagian dari
masyarakat. Oleh karena itu salah satu target utama dalam pelayanan OGDJ Berat
adalah bebas pasung dan pencegahan bunuh diri.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat di kabupaten

Maros adalah
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GAMBAR 6.22
JUMLAH ODGJ BERAT YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
TAHUN 2018
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6. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Jumlah
jemaah haji Indonesia pada tahun 2016 sebanyak 221.000 orang terdiri dari 204.000
jemaah regular dan 17.000 jemaah PIHK / ONH Plus.

Sejak Tahun 2017, penyelenggaraan kesehatan haji memasuki era baru dengan
terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan
Jemaah Haji.Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan
haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan
perlindungan kesehatan haji.Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini
mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal.Berbagai faktor risiko
kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap
penetapan istithaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten.Konsekuensi dari
pelaksanaan Permenkes tersebut juga mengubah orientasi penyelenggaraankesehatan
haji dengan penguatan wupaya promotif dan preventif pada setiap tahap

kegiatanpenyelenggaraan kesehatan haji.
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1) Pemeriksaan Kesehatan Haji

Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji sudah dimulai pada awal
tahun 2018.Datahasil kegiatan tersebut kemudian diinput ke aplikasi Sistem
Komputerisasi ~ Haji  Terpadu  BidangKesehatan  (Siskohatkes).Indikator
penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaandan pembinaan
kesehatan jemaah haji yang diinput kedalam Siskohatkes 3 (tiga) bulan
sebelumoperasional haji. Target Pemeriksaan haji secara nasional sebesar 70%. Data
persentase capaian pemeriksaan pertama Jemaah Haji tahun 2018 di Kab. Maros
sebesar 100%, dengan rinciang pemeriksaan yang tertinggi adalah kecamatan
Turikale sebesar 54% dan terendah adalah Kecamatan Moncongloe sebesar 2%.
Dari 317 jemaah haji yang diperiksa ada satu Jemaah yang dinyatakan batal

berangkat karena terindefikasi sedang hamil.

GAMBAR 6.24
PERSENTASE CAPAIAN PEMERIKSAAN PERTAMA JEMAAH HAJI
MENURUT KECAMATAN TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2018
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Berdasarkan gambar 6.25 Dari hasil pemeriksaan jumlah jemaah haji berjenis kelamin
perempuan lebih banyak dibanding jemaah haji laki-laki dimana perempuan 199(62%) orang
dan laki-laki 118 (38%) orang.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :
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GAMBAR 6.25
PERSENTASE CALON JAMAAH HAJI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2018
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2) Kondisl Jemaah Haji Kabupaten Maros
Jemaah haji Kabupaten Maros tahun 2018 terdiri dari perempuan sebesar 62%
dan laki-laki sebesar 38%. Jumlah ini adalah jumlah di luar petugas haji.Hasil
pemeriksaan kesehatan didapatkan jemaah haji dengan risiko tinggi cukup besar
yaitu sebanyak 233 orang (73,3%). Pemeriksaa Jemaah Haji resiko tinggi terbanyak
diperiksa di Puskesmas Lau sebanyak 73 orang diikuti di puskesmas Mandai
sebanyak 71 orang.

GAMBAR 6.26
DISTRIBUSI JEMAAH HAJI RISIKO TINGGI DI KABUPATEN MAROS
BERDASARKAN TEMPAT PEMERIKSAAN
TAHUN 2018
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| ‘ | ‘ BAB VI
KESEHATAN LINGKUNGAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-
2019 kebijakan dalam pembangunan kesehatan lingkungan telah mendapat perhatian
khusus. Hal initertuang dalam dokumen resmi RPJMN tahun 2015-2019, dimana Rencana
Pembangunan JangkaMenengah Nasional harus berwawasan lingkungan, sesuai dengan
tujuan pembangunan berkelanjutandunia atau Suistanable Development Goals (SDGS).
Beberapa target/tujuan SDGs yang terkait denganlingkungan diantaranya tujuan 6 yaitu
menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secaraberkelanjutan dan tujuan
13 yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dandampaknya.Di
dalam RPJMN ditekankan strategi peningkatan mutu kesehatan lingkungan dan
strat